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ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki
dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang
Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan dukungan dari
berbagai pihak, terutama dukungan dan izin dari wali calon mempelai
perempuan yang bertugas menikahkan. Wali yang enggan menikahkan
puterinya atau perempuan di bawah perwaliannya dengan alasan yang
tidak dibenarkan syariat disebut wali ‘adal. Selama tahun 2015
Pengadilan Agama Yogyakarta telah memutus 8 perkara wali ‘adal,
jumlah yang terbanyak dari tiga tahun terakhir. Perumusan masalah dalam
skripsi ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor keengganan wali
menikahkan anaknya di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2015, serta
melihat alasan wali tersebut dalam perspektif maqasid asy-syari’ah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library
research), penelitian ini bersifat perskriptif. Sumber data primer yang
digunakan dalam penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta tahun 2015 tentang perkara wali ‘ad al dan wawancara sebagai
data pendukung. Dalam menganalisa putusan tersebut penyusun
menggunakan metode analisis data kualitatif dan menggunakan cara
berfikir induktif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
normatif terlebih dalam konsep maqdsid asy-syari’ah.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dari delapan perkara tentang
wali ‘ad al di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2015 terdapat lima
alasan keengganan wali menikahkan perempuan di bawah perwaliannya
yakni ibu pemohon belum melunasi hutang, pemohon diminta mengurus
anak dan cucu, ayah pemohon tidak mengakui pemohon sebagai anak, dan
wali telah memiliki calon suami sendiri untuk pemohon. Kelima alasan
keengganan wali menikahkan anaknya di atas bersifat subjektif dan
bertentangan dengan upaya calon mempelai perempuan dan laki-laki untuk
mencapai tujuan hukum atau magés id asy-syari’ah yakni mewujudkan
kemaslahatan dalam kehidupan, terutama dalam prinsip melanjutkan
regenerasi dalam rangka menjaga atau melestarikan keturunan (#ifz an-
nasab.) dan upaya menjaga agama dengan menjauhkan perzinahan(/ifz
ad-din) dalam tingkatan dardriyyah, serta upaya memelihara harta (4 ifz
al-mal) dan memelihara jiwa (4 ifz an-nafs) dalam tingkatan 4 djiyyah.

Kata kunci : Wali ‘4dal, Maqasid asy-Syari’ah, Hifz an-Nasab.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

il:,;l;f Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba’ B Be

& @ T Te

& $a’ S es (dengan titik di atas)

z Jim ] Je

z ha’ H ha (dengan titik di bawah)
t kha’ Kh ka dan ha

3 Dal D De

A Zal 7z zet (dengan titik di atas)

J ra’ R Er

J Zai 4 Zet

o Sin S Es

uj; Syin Sy es dan ye
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o Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad D de (dengan titik di bawah)
L ta’ T te (dengan titik di bawah)
I z4a’ V4 zet (dengan titik dibawah)
£ ‘ain £ koma terbalik (di atas)
'& Gain G ge dan ha
R fa’ F Ef
&) Qaf Q Qi
3 Kaf K Ka
d Lam L El
a Mim M Em
O Ndn N En
3 Wawi W We
A ha’ H Ha
3 Hamzah ’ Apostrof
& ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

d:jl Ditulis Nazzala




O Ditulis Bihinna

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

-

4AaSa Ditulis Hikmah

e Ditulis “illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal

lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka

ditulis dengan h.

el gYdal S Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammabh ditulis

t atau h.

hdliBls Ditulis Zakah al-fitri

D. Vokal Pendek

] fathah Ditulis A

ditulis fa’ala




] kasrah Ditulis |
JS..A ditulis Zukira
] dammah Ditulis U
HAS.I ditulis Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif Ditulis A
1
Sd ditulis Fala
Fathah + ya’ mati Ditulis A
2
] ditulis Tansa
3 Kasrah + ya’ mati Ditulis 1
Jaads ditulis Tafs 1l
Dlammah + wawu mati Ditulis U
4
J Jmi ditulis Usil

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
1
o ) ditulis az-zuhailt
Fatha + wawu mati Ditulis Au
2
4l 4al) ditulis ad-daulah

Xi




G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
e:\-'\“ Ditulis A’antum
e Ditulis Uriddat
?3 Sl Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”

oAl Ditulis Al-Qur’an
uldl) Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

& banud Ditulis As-Sama’
) Ditulis Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

u’a\gﬂ‘ggﬁgs Ditulis Zawi al-furd
YRR Ditulis Ahl as-sunnah
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KATA PENGANTAR

pa ) A &)

5 W) AN A (ol LS sl 1o (el A cCallall G AL Haad
Ul g’y Ut a5l i) il o ALy LA calt) o 120 (5 e
53 Gl ] el 4 s S
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada
semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-
tumbuhan. la adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan

bagi makhluknya untuk berkembang biak serta melestarikan hidupnya®.
20908 35 aSlal (a3 LA (5 S (e

Selain merupakan sunnatullah untuk melangsungkan kehidupan,
pernikahan juga mengandung nilai ibadah, dengan pernikahan berarti telah
melaksanakan sunah nabi, sedangkan menyendiri atau membujang adalah
menyalahi sunah nabi. Rasulallah saw telah memerintahkan agar orang-
orang yang telah memiliki kesanggupan untuk segera melangsungkan
pernikahan, karena pernikhan akan memelihara diri dari perbuatan yang

dilarang Allah.?

Ditinjau dari segi hukum, perkawinan adalah ikatan lahir batin
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

'H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Figh Munakahat Kajian Figh Nikah Lengkap, cet.
ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), him. 6.

2 Az-Zariyat (51): 49.

¥ Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. (Jakarta: Bulan Bintang,
1993), him. 35.



kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa®, kemudian perkawinan

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”.

Bagi mereka yang beragama Islam, sebelum melangsungkan
pernikahan hendaknya memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan
syariat. Wali adalah salah satu unsur rukun pernikahan, meskipun banyak
polemik terkait wali dalam pandangan ulama mazhab, mulai dari mazhab
Maliki, Syafii dan Hambali yang mewajibkan kehadiran wali pada saat
akad bukan hanya sebatas izinnya saja. Mazhab Hanafi berpendapat
berbeda dengan menyatakan bahwa calon perempuan dapat menikahkan
dirinya dengan sendirinya tanpa adanya wali, pendapat tersebut diambil
dengan menggiyaskan akad nikah sama halnya dengan akad jual beli

lainnya yang tidak mengharuskan adanya wali.

Terlepas dari polemik di atas, dalam hal ini jumhur ulama fikih
berpendapat bahwa rukun pernikahan ada empat®, yang di antaranya

adalah wali dari pihak perempuan yang bertindak untuk menikahkannya.

Kewajiban adanya wali dalam pernikahan terdapat dalam hadis

Nabi sebagai berikut :

* Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1.
® Pasal 2 ayat (1) .

® Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan | Dilengkapi Perbandingan UU Negara
Muslim Kontemporer (Yogyakarta: ACadeMIA + TAZZAFA, 2013), him. 37.
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Dari kedua hadis di atas menegaskan bahwa keberadaan atau izin
wali dalam pernikahan adalah mutlak yang ditunjukkan kepada calon
pengantin perempuan, maka tanpa adanya unsur tersebut pernikahan

dianggap tidak sah.

Wali yang paling berhak menikahkan anaknya adalah ayahnya
sendiri, namun apabila yang bersangkutan tidak hadir atau karena suatu
sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak perwaliannya
berpindah kepada orang lain®. Pemindahan hak kewalian ditunjuk
berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari yang paling berhak,
yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya. jumhur
ulama seperti Imam Malik dan Imam asy-Syafii berpendapat bahwa wali

diambil dari garis ayah bukan garis ibu®.

Sejalan dengan syariat Islam, hukum yang berlaku di Indonesia

menyatakan bahwa wali adalah rukun yang harus dipenuhi dari pihak

" Ab( Dawud, Sunan Abi Dawud (Lebanon: Daar al-Kutub al-limiyyah, 2011), III: 95,

hadis nomor 2085, “Kitab an-Nikah,” “Bab Fil Waliyyi.” Hadis dari Abi Musa al-Asy’ari.
Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan lbnu Majah.

90.

8 Ibid.

% H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Figh Munakahat Kajian Figh Nikah Lengkap, him.

©1bid., hlm. 90



wanita untuk menikahkannya®, maka pernikahan tanpa adanya wali

adalah tidak sah.

Wali berpengaruh besar terhadap keharmonisan kehidupan rumah
tangga anaknya, karena pernikahan merupakan pergaulan abadi dan
persekutuan suami isteri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan
persahabatan tidak akan terwujud apabila terlalu gegabah dalam memilih
pasangan, oleh karenanya wali dengan pengalamannya berkewajiban
untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang beragama dan berakhlak
baik, bahkan wali diberikan hak untuk memilih calon suami untuk
anaknya serta hak untuk menolak calon suami yang diajukan anaknya

dengan alasan yang dapat diterima, terutama bagi anak yang masih gadis*?.

Hak dan keistimewaan wali untuk memilih pasangan anaknya tidak
diperkenankan untuk mempersulit atau enggan menikahkan anaknya
dengan pasangan pilihan anaknya, apabila calon pasangannya tersebut
sudah se kufu’ dengannya. Dasar penetapannya menurut Malik adalah

kaidah larangan mempersulit dan jangan mau dipersulit™.

Y paYy opay

" Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 19

12 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan | Dilengkapi Perbandingan UU Negara

Muslim Kontemporer, him. 85
" Ibid., him. 84.
" Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan

Masalah-Masalah yang Praktis), cet. ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010 ), him.
16.



Firman Allah SWT :
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Ayat di atas mengandung pengertian tentang keharusan adanya
wali dalam pernikahan, serta wali dilarang menghalangi pernikahan wanita
yang ada di bawah perwaliannya selama ia mendapatkan calon pasangan

yang se-kufu .

Dengan ketatnya tahapan tahapan di atas dalam upaya terpenuhinya
rukun dan syarat pernikahan, maka besar harapan dapat terciptanya
keluarga yang harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi terkadang
pernikahan tidak berjalan mulus begitu saja. Banyak faktor yang dapat
menghalangi pernikahan itu sendiri, termasuk perbedaan pilihan antara
sang ayah sebagai wali dan anak perempuan sebagai calon pengantin

dalam menentukan pasangan.

Ayah sebagai wali, terkadang sudah menyiapkan calon pasangan
untuk si anak perempuan dengan kriterianya, namun si anak perempuan
sudah terlanjur mempunyai calonya sendiri, hingga ayah enggan
menikahkan anaknya dengan berbagai alasan, di antaranya tidak setuju
dengan pilihan anak atau alasan lainnya. Keengganan wali untuk

menikahkan anaknya disebut ‘adal Apabila terjadi keengganan tersebut

1> Al-Bagarah (2): 232.



perwalian dari wali agrab langsung pindah kepada wali hakim bukan

kepada wali ab’ad.
Sebagaimana sabda Nabi :
10Lg) A5 ¥ ¢ (g glalid B 1 sl (8

Jika terjadi wali yang enggan menikahkan anaknya, maka calon
isteri dapat mengajukan permohonan wali ‘adal ke Pengadilan Agama
setempat dengan membawa beberapa berkas yang di antaranya surat
penolakan menikah dari KUA untuk diperiksa, disidang dan diputuskan.
Apabila perkara diterima, Pengadilan Agama menetapkan ke ‘adalan wali
dan memerintahkan kepada KUA setempat untuk menyediakan wali hakim

dan menikahkannya.

Berdasarkan ketertarikan dengan perkara wali ‘adal, penulis
melakukan pra penelitian dengan membandingkan jumlah perkara yang
masuk di dua pengadilan, Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan
Agama Yogyakarta selama 3 tahun terakhir. Dari buku laporan tersebut
secara berturut-turut Pada tahun 2015, 2016 dan 2017, Pengadilan Agama
Yogyakarta menangani kasus wali ‘adal sebanyak 8 Perkara di 2015, 5
perkara di tahun 2016 dan 3 perkara di tahun 2017, sedangkan perkara

yang masuk di Pengadilan Agama Sleman selama 3 tahun berturut-turut

16 Ab(i Dawud, Sunan Abi Dawud, (Lebanon : Daar al-Kutub al-l1imiyyah, 2011), 111: 95,
hadis nomor 2083, “Kitab an-Nikah,” “Bab Fil Waliyyi.” Hadis dari Aisyah, sanadnya sahih.
Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah.



adalah 4 perkara di tahun 2015, 6 perkara di tahun 2016 dan 6 perkara di
tahun 2017.

Tabel 1.1 Jumlah perkara wali ‘adal

No Tahun PA Yogyakarta PA Sleman
1 2015 8 Perkara 4 Perkara
2 2016 5 Perkara 6 Perkara
3 2017 3 Perkara 6 perkara

Dari data di atas perkara wali ‘adal di Pengadilan Agama
Yogyakarta di tahun 2015 menjadi jumlah tertinggi dibandingkan dua
tahun sesudahnya ataupun jumlah perkara yang sama yang masuk di
Pengadilan Agama Sleman. Ditambah jumlah perkara tahunan yang masuk
ke Pengadilan Agama Yogyakarta relatif lebih sedikit dibandingkan
perkara di Pengadilan Agama Sleman akan tetapi perkara wali ‘adal lebih
tinggi terutama di tahun 2015, sehingga penyusun tertarik untuk

menjadikan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai objek penelitian.

Berdasarkan banyaknya perkara tentang wali ‘adal yang masuk di
Pengadilan Agama Yogyakarta khususnya tahun 2015, maka penyusun
tertarik untuk membahasnya dalam sebuah skrispi tentang tinjauan

magas id asy-syari ‘ah terhadap faktor-faktor wali ‘adal.

. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penyusun mencoba

merumuskan permasalahan sebagai berikut :



1. Apa faktor-faktor keengganan wali menikahkan wanita di bawah
perwaliannya di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2015 dalam
perkara wali ‘adal ?

2. Bagaimana Perspektif magas id asy-syari‘ah terhadap faktor-faktor
keengganan wali menikahkan wanita di bawah perwaliannya di
Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2015 ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas,

maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya wali
‘adal di pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2015.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor wali ‘adal di Pengadilan Agama
Yogyakarta dalam tinjauan maqgas id asy-syari ‘ah.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat, Pengadilan Agama
dan pihak-pihak lain yang terkait dalam persoalan wali ‘adal.

2. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum di
Indonesia, serta bahan perbandingan atau referensi bagi civitas
akademik khususnya terkait persoalan wali ‘ad al.

D. Telaah Pustaka



Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penyusun lakukan,
penyusun menemukan beberapa literatur di antaranya melakukan

penelitian yang berhubungan dengan wali ‘adal.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatonatul Karimah yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sebab-Sebab Keengganan Wali
Menikahkan Anaknya di Daerah Surakarta (Studi terhadap Penetapan PA
Surakarta Tahun 2002-2004), dalam skrispi ini menjelaskan bahwa
perkara wali ‘adal yang terjadi di PA Surakarta dalam kurun waktu 2002-
2004 terjadi karena beberapa faktor antaranya alasan ekonomi, gengsi,
adat menunggu kakaknya menikah dan alasan lainya yang tidak
dibenarkan syariat'’. Perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penyusun
adalah tinjauan yang dipakai penyusun adalah perspektif magés id asy-

Syariah.

Skripsi yang ditulis oleh Uly Ma’surotut Darien yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Keengganan Wali Menikahkan
Dikarenakan Calon Pengantin Melanggar Adat Jawa (Studi Kasus di Desa
Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo)”, skripsi
ini membahas praktek keengganan wali menikahkan anaknya di
Wonosobo dengan alasan melanggar adat jawa yakni Gotong Ratan, yang

kemudian dicarikan jalan keluar dengan taukil wali bil lisan yakni

7 Siti Fatonatul Karimah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sebab-Sebab Keengganan
Wali Menikahkan Anaknya di Daerah Surakarta (Studi terhadap penetapan PA Surakarta Tahun
2002-2004), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2006.
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mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anak perempuannya'®.
Perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penyusun adalah penyusun lebih
meneliti terhadap faktor-faktor keengganan wali menikahkan anaknya di

Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2015.

Skripsi  “Sebab-Sebab Wali ‘Adal Studi terhadap Putusan
Pengadilan Agama Wonosari tentang Wali ‘Adal di Kecamatan Tepus
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004-2008” yang ditulis oleh Eko Setyo
Nugroho. Skrispi ini menyatakan alasan wali enggan menikahkan anaknya
antara lain mendahului kakanya yang belum menikah dan adanya
hubungan keluarga sebagai misan, serta pertimbangan hakim dalam
menetapkan perkara wali ‘adal disini adalah dengan kaidah dar u/
mafasid jalbul mas alih*®. Perbedaan dengan yang akan penyusun teliti
adalah objek penelitian penyusun di PA Yogyakaryta serta tinjauanya

dengan perspektif maqgas id asy-syari ‘ah.

Skripsi tentang “Upaya Pegawai pencatat Nikah (PPN) dalam
Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adal (Studi Kasus di KUA
Kecamatan Pandak Bantul DIY) yang ditulis oleh Muhammad Rifa’i,

karya tulis ini membahas upaya pegawai pencatatan nikah dalam

% Uly Ma’surotut Darien, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Keengganan Wali
Menikahkan Dikarenakan Calon Pengantin Melanggar Adat Jawa (Studi Kasus di Desa
Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

¥ Eko Setyo Nugroho, “Sebab-Sebab Wali ‘4dal Studi terhadap Putusan Pengadilan
Agama Wonosari Tentang Wali Adlal di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul tahun 2004-
2008, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.
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penyelesain sengketa pernikahan wali ‘adal di KUA Pandak Bantul DIY
ditinjau dari normatif-yuridisnya dan gambaran kasus-kasus pernikahan
wali ‘adal di KUA Pandak Bantul ditinjau dari hukum normatif-yuridis®.
Perbedaan dengan yang penyusun teliti adalah penyusun meneliti terhadap
faktor-faktor keengganan wali menikahkan anaknya di Pengadilan Agama

Yogyakarta Tahun 2015.

Skripsi yang berjudul “Aplikasi Konsep magés id asy-syari‘ah
Ahmad Ar-Raisuni terhadap Penggunaan Wali Hakim Akibat Penetapan
Wali A’dal”, yang ditulis oleh Imam Faizal Baihagi. Karya tulis ini
membahas apakah ketentuan tentang penunjukan wali hakim akibat wali
enggan menikahkan telah sesuai dengan konteks ditinjau dari pemikiran
Ahmad Ar-Raisuni®. Perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun
teliti adalah penyusun meneliti terhadap faktor-faktor keengganan wali

menikahkan anaknya di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2015.

Skripsi Aan Mustofa yang berjudul “Adal Sebagai Alasan
Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan
Imam Syafi’i), skripsi ini membahas tentang pandangan Imam Syafi’i

terhadap wali ‘adal yang menyebabkan perpindahan kewenangan wali

20 Muhammad Rifa’i, “Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian
Sengketa Pernikahan Wali Adal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pandak Bantul DIY)”, skripsi
tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

2l Imam Faizal Baihaqi, “Aplikasi Konsep Magashid asy-Syari’ah Ahmad Ar-Raisuni
Terhadap Penggunaan Wali Hakim Akibat Penetapan Wali A’dal”, skripsi tidak diterbitkan,
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.
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dan metode yang menyebabkan perpindahan kewenangan wali®.
Perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun teliti adalah penyusun
meneliti terhadap faktor-faktor keengganan wali menikahkan anaknya di

Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2015.

Terdapat beberapa koleksi literatur skripi di Perpustakaan UIN
Sunan kalijaga Yogyakarta, pembahasan tentang wali ‘adal merupakan
salah satu tema menarik untuk dibahas, namun dari beberapa pembahasan
yang ada, penelitian yang akan penyusun lakukan mempunyai perbedaan
dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini penyusun akan
mengkaji tentang Faktor-faktor keengganan wali menikahkan wanita di
bawah perwaliannya di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2015 dengan
ditinjau dari perspektif magés id asy-syari ‘ah.

E. Kerangka teoritik

Syariat Islam yang berlandaskan dari kedua sumbernya yaitu Al-
Qur’an dan Hadis bertujuan untuk membawa kemaslahatan dan kebaikan
pada umatnya di dunia dan akhirat. Keduanya terdapat berbagai macam
bentuk aturan kehidupan manusia, termasuk aturan-aturan tentang

pernikahan.

?2 Aan Mustofa, “Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan
(Studi Atas Pandangan Imam Syafi’i), skripsi tidak diterbitkan ,Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga, 2007.
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Pada prinsipnya nikah itu lebih dari sekedar kepentingan pribadi
untuk pemuas hawa nafsu, tetapi ia juga bertujuan untuk menciptakan
keluarga yang bahagia dengan penuh cinta dan kasih sayang, sehingga
untuk mewujudkan tujuan tersebut pernikahan yang dilakukan haruslah
memenuhi rukun dan syarat yang ada serta dukungan dari semua pihak
terlebih dukungan wali.

2 An Y sy

Pernyataan “tidak™ atau penafian pada hadis ini maksudnya “tidak
sah”, yang merupakan arti terdekat dari pokok persoalan ini. Jadi nikah
tanpa wali adalah batal. Berbeda dengan Imam Hanafi yang mengatakan
bahwa penafian di atas adalah penafian kesempurnaan bukan penafian
keabsahan, artinya pernikahan tetap sah meski tanpa wali akan tetapi tidak
sempurna.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam perundang-undangan Indonesia
Kompilasi Hukum Islam pasal 19 menegaskan bahwa dalam Pernikahan

wali merupakan rukun yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai wanita

2 Ar-ROm (30): 21

Ab Dawud, Sunan Abi Dawud, (Lebanon : Daar al-Kutub al-llmiyyah, 2011), 111: 95,
hadis nomor 2085, “Kitab an-Nikah,” “Bab Fil Waliyyi.” Hadis dari Abi Musa al-Asy’ari.
Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah.
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yang bertindak untuk menikahkannya®. Tanpa adanya wali maka
Pernikahan tidak memenuhi rukun dan dianggap tidak sah.

Selain dari sisi hukum, dalam sisi psikologi pernikahan itu
mempunyai beberapa tujuan, dan wanita biasanya dipengaruhi oleh
perasaannya, karena itu ia tidak pandai memilih sehingga tidak dapat
memperoleh tujuan-tujuan utama dalam pernikahan ini, oleh sebabnya ia
tidak boleh mengurus akadnya tetapi hendaknya diserahkan kepada
walinya®.

Orang yang paling berhak menjadi wali adalah ayah kandung dari
calon mempelai perempuan apabila yang bersangkutan sanggup bertindak
sebagai wali, namun adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab
ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah
kepada orang lain. Pemindahan hak kewalian ditunjuk berdasarkan skala
prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka
yang paling akrab lebih kuat hubungan darahnya dan dari garis ayah bukan
garis ibu.?’

Urutan prioritas wali adalah wali nasab dan wali hakim, bahwa
wali nasab terdiri dari wali agrab (dekat), dan wali ab’ad (Jauh), apabila
wali agrab berhalangan maka haknya berpindah kepada wali ab’ad.

Dalam peraturan di Indonesia wali menjadi empat kelompok dalam urutan

% Kompilasi Hukum Islam, pasal 19

% Sayyid sabig, Figh sunnah 7, alih bahasa Muhammad Thalib, cet. ke-1 (Bandung: PT
Al- Maarif, 1981), him. 11

" H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Figh Munakahat kajian figh nikah lengkap, him. 90
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kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain
sesuai erat tidaknya kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Adapun perpindahan hak kewalian dari wali aqrab kepada wali
ab’ad antara lain dengan alasan sebagai berikut :
a. Wali agrabnya nonmuslim.
b. Wali agrabnya fasik.
c. Wali agrabnya belum dewasa.
d. Wali agrabnya gila.

e. Wali agrabnya bisu/tuli.?®

Terhadap kasus wali aqrab yang enggan menikahkan anak
perempuannya yang sudah balig dengan seorang pria yang sekufi’ maka
hak perwalian langung pindah kepada wali hakim bukan kepada wali
ab’ad®®, karena ‘adal adalah zalim sedangkan yang menghilangkan
sesuatu yang zalim adalah hakim. Dalam perundangan di Indonesia pada
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 dijelaskan :

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali
nasab tidak ada atau tidak mungkin meghadirkanya atau tidak
diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama
tentang wali tersebut.

Apabila calon mempelai wanita hendak mendaftarkan pernikahan
di KUA setempat, namun ditolak dikarenakan tidak adanya persetujuan

dari wali sehingga tidak dapat melangsungkan pernikahan, maka calon

2 1bid., him. 97.

2 pid., him. 102.
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mempelai dapat mengadukan dan mengajukan permohonan kepada
Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat tinggalnya.

Setelah menerima permohonan dari calon mempelai tersebut,
pengadilan kemudian melakukan pemeriksaan dengan memanggil pihak-
pihak calon mempelai maupun walinya untuk dimintai keterangan.
Apabila wali telah dipanggil secara patut namun tidak bersedia datang,
maka dia dinyatakan sebagai wali ‘adal, kecuali wali datang akan tetapi
tidak bersedia menjadi wali nikah, maka hakim mengadakan pemeriksaan
tentang alasan-alasan yang menyebabkan wali enggan menikahkan.
Berdasarkan alasan inilah hakim dapat memutus mengabulkan
permohonan atau bahkan menolaknya.

Penunjukan atau pengalihan hak perwalian dari wali nasab kepada

wali hakim berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW :

O A5 Y e (A gl 8 ) 57l ol

Keengganan wali yang demikian akan menghambat tujuan
disyariatkan pernikahan itu sendiri, sehubungan dengan hal ini salah satu
kaidah fikih menyebutkan :

Mrllaall s o atia dulda) ¢

Kaidah fikih ini menerangkan bahwa suatu perkara apabila di

dalamnya terdapat kemaslahatan namun disitu juga ada kemafsadatan

%0 Ab( Dawud, Sunan Abi Dawud, (Lebanon : Daar al-Kutub al-1lmiyyah, 2011), I11: 95,
hadis nomor 2083, “Kitab an-Nikah,” “Bab Fil Waliyyi.” Hadis dari Aisyah. Dikeluarkan oleh
Tirmidzi dan Ibnu Majah.

*! Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah yang Praktis), him. 20.
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haruslah didahulukan menghilangkan mafsadah, karena kemafsadatan
dapat meluas sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

Kemaslahatan merupakan bagian dari tujuan sebuah hukum, dalam
Islam dikenal dengan istilah magasid asy-syari‘ah. Tokoh yang
terkemuka dalam teori magdsid asy-syari‘ah adalah asy-Syat ibi.
Maqgas id asy-syari‘ah adalah maksud atau tujuan disyariatkan hukum
Islam, menurut asy-Syét ibi kandungan magés id asy-syari‘ah atau tujuan
hukum adalah kemaslahatan umat manusia®>. bahwasanya semua
kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan
hamba.

Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya dan
terwujudnya lima unsur pokok itu, yakni : Agama (#ifz ad-din), jiwa
(hifz an-nafs), akal (hifz al-‘agl), keturunan (&ifz an-nasl), harta
(hifz al-Mal). Kelima unsur pokok ini dalam pelaksanaannya dibagi
menjadi tiga tingkat yang ketiganya tidak dipisahkan, yakni Magas id ad-
Dardriyyah, Magés id al- Hajiyyah dan Magas id at- Ta/ siniyyah.

Maqgas id ad-Dar(riyydh dimaksudkan untuk memelihara unsur
pokok dalam kehidupan manusia diatas, magasid al-A4djiyyadh
dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan
pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.
Sedangkan magés id al- tahsiniyydh dimaksudkan agar manusia dapat

melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur

%2 Asafri Jaya, Konsep Magahid Syariah Menurut asy-Syatibi, cet. ke-1 (Jakarta: PT
Grafindo Persada, 1996), him. 64.
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pokok diatas. Sebagai contoh dalam memelihara unsur agama, aspek
dar(riyydhnya antara lain mendirikan salat, keharusan menghadap kiblat
sebagai unsur Adjiyyah sedangkan menutup aurat merupakan aspek
ta/ siniyyah.

Melalui teori magés id asy-syari ‘ah, faktor-faktor kengganan wali
menikahkan anaknya pada wilayah pengadilan Agama Kota Yogyakarta
selama tahun 2015 akan dikaji berdasarkan pada lima unsur pokok yaitu
Agama (#ifz ad-din), jiwa (f#ifz an-nafs), akal (#ifz al-‘aqgl), keturunan

(hifz an-nasl), harta (#ifz al-Mal).

. Metode Penelitian

. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (library
research), yakni jenis penelitian yang datanya diproses dengan cara
menelusuri bahan-bahan pustaka. Adapun data yang digunakan ialah
putusan pengadilan Agama Yogyakarta tentang perkara wali ‘adal selama

tahun 2015

. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah preskriptif yaitu
penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan
dan menilai suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang
ada. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran putusan perkara wali
‘adal selama tahun 2015 di pengadilan Agama Yogyakarta kemudian

dianalisis dengan hukum perspektif magas id asy-syari ‘ah.
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3. Pendekatan
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
normatif, yaitu menggunakan tolak ukuran agama baik bersumber dari
nash (al-Qur’an dan Hadis) maupun juga kaidah fikih dan usul fikih,
terlebih dalam konsep maqgas id asy-syari ‘ah.
4. Sumber Data
a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi.
Yakni dengan mempelajari dokumen berkas-berkas perkara yang
berupa kumpulan putusan Pengadilan Agama Yogakarta tahun 2015
tentang perkara Wali ‘adal digunakan juga wawancara sebagai data
pendukung.
b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku atau bahan
pustaka lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan penilitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pencarian data penyusun menggunakan dua Metode, yakni
metode dokumentasi dan metode wawancara,

a. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan menelusuri
berkas-berkas ataupun data yang berhubungan dengan penelitian ini,
khususnya berkas perkara terkait wali ‘adal di Pengadilan Agama
Yogyakarta tahun 2015, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan
pembahasan yang diteliti termasuk juga peraturan perundang-undangan

terkait serta buku tentang magas id asy-syari ‘ah.
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b. Sedangkan metode wawancara adalah metode pengumpulan data
dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematik dengan
berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan kepada

Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penyusun pada penelitian ini adalah
analisis kualitatif dengan cara berpikir induktif. Analisis kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamat.
Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan
dianalisa dengan cara berpikir induktif. Berpikir induktif berangkat dari
fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkret digeneralisasi yang
mempunyai sifat umum.** Dalam hal ini akan dipaparkan mengenai
permasalahan keengganan wali menikahkan anaknya, kemudian dianalisis
dan diinterpretasikan.

. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, bab pendahuluan yang berisi dari beberapa subbab yaitu,
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
di dalamnya menjelaskan tentang alasan penelitian ini dilakukan dan
memfokuskan sebuah pembahasan dari permasalahan yang diteliti serta
target dan manfaat yang ingin dicapai dari sebuah penelitian. Telaah

pustaka, untuk membatasi dan membedakan penelitian ini dengan

% Sutrisno Hadi, Metodologi Research 1, (Yogyakarta: Andi, 2004), him.41.
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penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Kerangka teoritik,
untuk digunakan sebagai alat analisis dalam permasalahan yang diteliti.
Metode penelitian, untuk mempermudah dilakukannya penelitian agar
menjadikan penelitian ini sesuai dengan tujuan dan kegunaannya. Subab
terakhir adalah sistematika pembahasan menjelaskan mengenai alur dari
penelitian yang akan dilakukan untuk memudahkan pembaca dalam
memahami penelitian ini.

Bab Kedua, menjelaskan tentang gambaran umum wali dan wali ‘adal
serta gambaran umum magas id asy-syari‘ah, Pembahasan pada bab ini
dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman teori yang benar terhadap
permasalahan yang diteliti, Pada bab ini terdiri dari dua subbab, subbab
yang pertama membahas mengenai wali dan wali ‘adal serta
kedudukanya dalam pernikahan Subbab kedua akan dipaparkan tentang
maqgdas id asy-syari‘ah pembahasannya meliputi pengertian magas id asy-
syari ‘ah serta pembagian magés id asy-syari‘ah menurut asy-Syat ibi.
Bab Kketiga, berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama
Yogyakarta yang merupakan tempat objek penelitian, pembahasanya
meliputi letak geografis, kompetensi, wilayah yuridiksi dan visi misi
Pengadilan Agama Yogyakarta. Selanjutnya mengenai deskripsi penetapan
pengadilan Agama Yogyakarta tentang wali ‘ad al serta faktor-faktornya.
Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap penetapan pengadilan
Agama Yogyakarta tahun 2015 tentang wali ‘adal. Pembahasan pada bab

ini merupakan analisis terhadap data yang telah dipaparkan pada bab tiga
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dengan menggunakan metode penelitian dan kerangka teoritik di bab satu
dan dua. Pada bab ini akan dianalisis faktor-faktor wali ‘adal dengan
perspektif magéas id asy-syari ‘ah.

Bab kelima, adalah bab penutup yang merupakan akhir dari isi penelitian
ini. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu : pertama, kesimpulan sebagai
jawaban atas rumusan masalah yang ada di bab satu dan sub bab kedua

berisi tentang saran-saran atas penelitian yang dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari delapan penetapan tentang perkara wali ‘adal di Pengadilan
Agama Yogyakarta tahun 2015 terdapat 5 alasan wali enggan
menikahkan perempuan di bawah perwaliannya berdasarkan
permohonan perkara. Yakni ibu pemohon belum melunasi hutang,
pemohon diminta mengurus anak dan cucu, ayah pemohon tidak
mengakui pemohon sebagai anak, wali tidak menyukai calon suami

pemohon, dan wali telah memilik calon suami sendiri untuk pemohon.

2. Berdasarkan berita acara sidang dan surat permohonan, alasan-alasan
keengganan wali menikahkan perempuan di bawah perwaliannya di
Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2015 tidak sesuai dengan syariat
Islam karena antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada
halangan untuk menikah, sehingga keengganan wali menikahkan
anaknya bertentangan dengan upaya calon mempelai perempuan dan
laki-laki untuk mencapai tujuan hukum atau maqas id asy-syari’ah
yakni mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan, terutama dalam

prinsip melanjutkan regenerasi dalam rangka menjaga atau
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melestarikan keturunan (4ifz an-nasab) dan upaya menjaga Agama
yakni menjauhkan dari perbuatan zina yang dilarang (#ifz ad-din)
dalam tingkatan dar(riyyah, serta upaya memelihara harta (#2ifz al-

mal) dan memelihara jiwa (£ ifz an-nafs) dalam tingkatan 4 ajiyyah.

B. Saran-Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penyusun ingin
memberikan saran-saran guna membantu menurunkan jumlah perkara wali

‘adal:

1. Kepada para wali, hendaknya lebih mengutamakan hal yang lebih
mendatangkan kemaslahatan lebih besar apabila terjadi perselisihan
atau perbedaan pilihan antara wali dan anak gadisnya. Jangan saling
bersikukuh dengan pendapat masing-masing. Memang tidak diragukan
lagi pangkat, status sosial, ekonomi dan beberapa pertimbangan lainya
tidak dapat dikesampingkan dalam memilih pasangan untuk anak
perempuanya, akan tetapi apabila anak perempuan telah memiliki calon
suami yang sekufu’ dan sudah siap untuk menikah, sepatutnya wali
segera menikahkanya dan jangan mempersulitnya demi kemaslahatan

bersama.

2. Kepada calon mempelai permpuan, hendaknya mempertimbangkan
pendapat walinya apabila wali enggan menikahkanya dengan calon
suami pilihanya, karena bagaimanapun wali telah memiliki pengalaman

dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan apabila tetap terjadi
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perselisihan atau perbedaan pendapat, selesaikanlah dengan jalur
perdamaian terlebih dahulu. Karena adakalanya anak lebih bahagia
apabila ayahnya sendiri yang menjadi wali nikah, terlebih dalam prosesi

yang sangat sakral yakni pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur’an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi
Tajwid, Bandung: Syamil Cipta Media, 2006.

2. Hadis
Abl Dawud, Sunan Abi Dawud, Lebanon: Dér al-Kutub al-1imiyyah, 2011.

Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Lebanon: Dar al-Kutub Illmiyyah,
2009.

3. Fikih/Ushul Fikih

Ahmad al-Barry, Zakariya, Hukum Anak-anak Dalam Islam, Jakarta: Bulan
Bintang, 1977.

Ali Sodigin, Figh Ushul Figh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di
Indonesia, Yogyakarta : Beranda, 2012.

Bakri Asafri Jaya, Konsep Magashid al-syari’ah menurut al-syatibi, Jakarta :
PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Fikih Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta : Kencana,
2006.

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid. Terjemahan oleh Abu Usamah Fakhtur
Rokhman Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Jaser Audah, Al-Magashid Untuk Pemula. Editor Muhammad Affan
Yogyakarta : Sukapress, 2013.

Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum lIslam Tentang Perkawinan. (Jakarta :
Bulan Bintang, 1993)

Khairuddin Nasution, Hukum perkawinan |, dilengkapi perbandingan UU
Negara muslim kontemporer, Yogyakarta : Academia + Tazaffa,
2013.

Musthofa al-Bugha, Fikih Manhaji : Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi’i.
Terjemahan oleh Misran, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Nasrun Haroen, Ushul Figh 1, Ciputat : Logos Publishing House, 1996.

Raihan Abdur Rosyid, Hukum Acara Pengadilan Agama, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1995.

80



81

Sayyid Sabiqg, Figh Sunnah 7. Terjemahan oleh Muhammad Thalib Bandung :
PT Al Maarif, 1981.

Slamet Abidin, Aminuddin, Fikih Munakahat 1, Bandung : Pustaka Setia,
1999.

Sulaiman al-Faifi, Ringkasan Figih Sunnah Sayyid Sabig. Terjemahan oleh
Abdul Majid, Jakarta Timur : Ummul Qura’, 2013.

Suyatno, Dasar-Dasar llmu Figh dan Ushul Figh, Yogyakarta : Ar-Ruz
Media, 2011.

Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga. Terjemahan oleh M. Abdul Ghoffar,
Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2006

Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2010

Umar Haris Sanjaya, Aunur Rohim, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
Seri Buku Ajar, Yogyakarta : Gama Media, 2017.

4. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 1987 Tentang
Wali Hakim

Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Lain-Lain

Aan Mustofa, “Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam
Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Syafi’i)”, skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Departemen Agama Republik Indonesia, Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta, Jakarta: Depag RI, 2002.

Eko Setyo Nugroho, “Sebab-Sebab Wali ‘Adal Studi Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Wonosari tentang Wali Adlal di Kecamatan Tepus
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004-2008”, skripsi tidak diterbitkan,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Imam Faizal Baihaqi, Aplikasi Konsep Maqashid asy-Syari’ah Ahmad Ar-
Raisuni Terhadap Penggunaan Wali Hakim Akibat Penetapan Wali



82

A’dal”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga, 2012.

Muhammad Rifa’i, “Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam
Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adal (Studi Kasus di KUA
Kecamatan Pandak Bantul DIY), skripsi tidak diterbitkan , Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Uly Ma’surotut Darien yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap
keengganan Wali menikahkan Dikarenakan Calon Pengantin
Melanggar Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan
Wadaslintang Kabupaten Wonosobo)”, skripsi tidak diterbitkan,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Siti Fatonatul Karimah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Sebab-Sebab Keengganan Wali Menikahkan Anaknya di Daerah
Surakarta (Studi terhadap Penetapan PA Surakarta Tahun 2002-2004),
skripsi tidak diterbitkan , Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga, 2006.

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta : Andi, 2004
6. Website

Pengadilan Agama Yogyakarta, https://pa-yogyakarta.net/

https://webcache.qgoogleusercontent.com/search?q=cache:BACI9Lx2K?2gsJ:htt
ps://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/downl
0ad/102/504+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id

http://webcache.googleusercontent.com/search?g=cache:467W\VDMHOEIJ:jur
nalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/325/pdf 6/+
&cd=1&hl=id&ct=clnk&ql=id

http://webcache.googleusercontent.com/search?g=cache:9Y xhgfw9ov1J:ethese
s.uin-malang.ac.id/934/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&ql=id

http://webcache.googleusercontent.com/search?g=cache:dEF2TVZSpQsJ:epri
nts.ums.ac.id/38776/1/NASKAH%2520%2520PUBLIKASI.pdf+&cd
=1&hl=id&ct=clnk&gl=id



https://pa-yogyakarta.net/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BAC9Lx2K2qsJ:https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/102/504+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BAC9Lx2K2qsJ:https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/102/504+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BAC9Lx2K2qsJ:https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/102/504+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:467WVDMH0EIJ:jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/325/pdf_6/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:467WVDMH0EIJ:jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/325/pdf_6/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:467WVDMH0EIJ:jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/325/pdf_6/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9Yxhgfw9ovIJ:etheses.uin-malang.ac.id/934/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9Yxhgfw9ovIJ:etheses.uin-malang.ac.id/934/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dEF2TVZSpQsJ:eprints.ums.ac.id/38776/1/NASKAH%2520%2520PUBLIKASI.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dEF2TVZSpQsJ:eprints.ums.ac.id/38776/1/NASKAH%2520%2520PUBLIKASI.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dEF2TVZSpQsJ:eprints.ums.ac.id/38776/1/NASKAH%2520%2520PUBLIKASI.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id

Lampiran 1

TERJIEMAHAN

HLM

FN

Ayat Al-Qur’an, Hadis
dan Kaidah Fikih

TERJIEMAHAN

BAB Il

QS. Az-Zariyat (51):49

Dan segala sesuatu kami ciptakan
berpasang-pasangan agar kamu
mengingat (kebesaran Allah).

HR. Ab( Dawud

Tidak ada (tidak sah) pernikahan tanpa
adanya wali.

HR. Abl Dawud

Siapa saja wanita yang menikah tanpa
izin walinya, maka pernikahannya batil,
maka pernikahannya batil, maka
pernikahannya batil.

14

Kaidah Fikih

Tidak boleh melakukan sesuatu yang
membahayakan diri sendiri ataupun
orang lain.

15

QS. Al-Bagarah (2):232

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri
kamu, lalu sampai idahnya maka jangan
kamu halangi mereka untuk menikah
(lagi) dengan calon suaminya.

16

HR. Ab( Dawud

Maka apabila mereka (para wali)
berselisih, maka sulthan adalah wali
bagi mereka yang tidak mempunyai
wali.

13

23

QS. Ar-Ram (30):21

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-
Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri,
agar kamu cenderung dan merasa
tentram kepadanya, dan Dia menjadikan
di antaramu rasa kasih dan sayang.

13

24

HR. Ab( Dawud

Tidak ada (tidak sah) pernikahan tanpa
adanya wali.

1

HR. Abl Dawud

Maka apabila mereka (para wali)
berselisih, maka sulthan adalah wali
bagi mereka yang tidak mempunyai
wali.

16

31

Kaidah Fikih

Menolak mafsadah didahulukan

daripada meraih maslahat.

BAB |1

22

QS. Al-Bagarah (2):282

Jika yang berhutang itu orang yang
kurang akalnya atau lemah (keadaanya),




atau tidak mampu mendiktekan sendiri,
maka hendaklah walinya mendiktekanya
dengan benar.

23

QS. Al-Méidah (5):56

Dan barangsiapa yang menjadikan
Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang
beriman sebagai penolongnya, maka
sungguh pengikut (agama) Allah itulah
yang menang.

23

QS. Al-Bagarah (2):232

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri
kamu, lalu sampai idahnya maka jangan
kamu halangi mereka untuk menikah
(lagi) dengan calon suaminya.

24

QS. Ali Imran (3):28

Janganlah orang-orang beriman
menjadikan  orang  kafir  sebagai
pemimpin, melainkan  orang-orang
beriman.

24

10

HR. Ab( Dawud

Tidak ada (tidak sah) pernikahan tanpa
adanya wali yang adil.

25

12

HR. Ibnu Majah

Diangkat pena (tidak dikenakan
kewajiban) pada tiga orang, Yyaitu :
orang yang tidur hingga bangun, anak
kecil hingga ihtilam, dan orang gila
hingga berakal.

26

17

HR. Ibnu Méjah

Tidak boleh seorang wanita menikahkan
wanita lain atau seorang wanita
menikahkan dirinya sendiri.

29

25

HR. Abl Dawud

Maka apabila mereka (para wali)
berselisih, maka sulthan adalah wali
bagi mereka yang tidak mempunyai
wali.

31

29

QS. Al-Bagarah (2):232

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri
kamu, lalu sampai idahnya maka jangan
kamu halangi mereka untuk menikah
(lagi) dengan calon suaminya.

BAB IV

64

QS. An-Nar (24):32

Dan nikahkanlah orang-orang yang
masih membujang di antara kamu dan
juga orang-orang yang layak (menikah)
dari hamba-hamba sahayamu yang laki-
laki dan perempuan. Jika mereka miskin
Allah akan memberikan kemampuan
kepada mereka dengan karunia-Nya, dan




Allah Maha luas (pemberia-Nya), Maha
mengetahui.

70 8 Kaidah Fikih Tidak boleh melakukan sesuatu yang
membahayakan diri sendiri ataupun
orang lain.

72 9 Kaidah Fikih Menolak mafsadah didahulukan
daripada meraih maslahat.

73 10 Kaidah Fikih Kemudharatan harus dihilangkan.




PEDOMAN WAWANCARA

. Apa dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara tentang
penetapan wali ‘ad al ?

. Apa saja faktor yang melatar belakangi bagi hakim yang mengadili kasus wali
‘ad al, sehingga umumnya kasusnya dikabulkan oleh Majlis Hakim ?

. apakah faktor-faktor atau sebab-sebab yang diajukan pemohon dalam perkara
wali ‘adal | ?

. bagaimana pendapat Bapak Hakim mengenai alasan-alasan yang diajukan
tersebut ?

. apakah faktor-faktor keengganan wali menikahkan anaknya bertentangan
dengan tujuan hukum atau maqgasid asy-Syariah atau justru alasan

keenggananya sudah sesuai syariat islam ?
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Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Universitas  : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

Yogyakarta, w‘—y’ 2018

Pihak yang diwawancarai,

e
,Qg H. H@SAV‘%M“—. Sd[{uﬂ.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDO=SIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALLJAGA
O FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http://syariah. uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

Qi

No. : B—7‘/? /Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2018 12 Maret 2018
Hal  : Permohonan Izin Penelitian
Kepada

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaiium wr.wb.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/ibu

untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No. Nama NIM JURUSAN
1. Muhamad Najib 14350070 HKI

- Untuk mengadakan peneliian di Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatken data dan
informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis limiah (Skripsi) yang berjudul “TINJAUAN MAQASHID ASY-
SYARIAH- TERHADAP- FAKTOR-FAKTOR WALI ADLAL-(STUDI- PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA 2015)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



5 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

N
“@éﬁ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
Di D FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No-— 8-747 /Un.02/DS.1/PN.00/ 4] /2018 2 April 2018
Hal  : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. Walikota Yogyakarta

Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di. Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/ibu
untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syar’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No. Nama NIM JURUSAN
1 Muhamad Najib 14350070 HKI

Untuk mengadakan peneliian di Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan
informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis limiah (Skripsi) yang berjudul “TINJAUAN MAQASHID ASY-
SYARIAH TERHADAP FAKTOR-FAKTOR WALl ADLAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TAHUN 2015)”

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIGAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakartz 55281

No. : B~7V)/Un.02/DS.1/PN.00/ 7/2018 12 Maret 2018
Hal  : Permohonan Izin Penelitian
Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/ibu

untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No. Nama 5 NIM JURUSAN :

1 Muhamad Najib 14350070 HKi

Untuk mengadakan peneliian di Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan
informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis limiah {Skripsi) yang berjudul “TINJAUAN MAQASHID ASY-
SYARIAH TERHADAP FAKTOR-FAKTOR WALl ADLAL {STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA 2015)” - ~

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233 :
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

%

Yogyakarta, 15 Maret 2018

Kepada Yth. :
Nomor 1 074/3208/Kesbangpol/2018 Walikota Yogyakarta
Perihal :  Rekomendasi Penelitian Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor 1 B-747/Un.02/DS.1/PN.00/3/2018

Tanggal : 12 Maret 2018

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian’ dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal :”TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARI'AH
TERHADAP FAKTOR- FAKTOR WALI ADLAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA 2015)” kepada:

Nama :  MUHAMAD NAJIB

NIM 1 14350070

No.HP/Identitas :  08993575655/3209181703960003

Prodi/Jurusan 1 Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Yogyakarta

Waktu Penelitian : 25 Maret 2018 s.d 25 April 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
- memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersahgkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertb yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2.  Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

3. Menyerahkan hasil riset/penelian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

4.  Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)

2. Dskan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0038/Pdt.P/2015/PA.Yk

ezl gzl alll o,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai
berikut dalam perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan -, tempat tinggal
Tegalrejo, Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;
Yang dalam hal ini dikuasakan kepada:
ISKANDAR MUDA,SH Advokat & Konsultan Hukum
pada Kantor Advokat “Otong Satyagraha, SH &
Partners”, beralamat Jalan Dr. Sutomo 14 Yogyakarta,
yang telash terdaftar di Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor -,
tanggal 22 Juli 2015;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan. No..../Pdt.P/.../PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara tersebut telah terdaftar dalam register
perkara permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan
Nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Yk tanggal 22 Juli 2015;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
tanggal 23 Juli 2015, dengan perkara Nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Yk. tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Juli 2015 dengan
perkara Nomor: 0038/Pdt.P/20105/PA.Yk. tentang Penetapan Hari Sidang
untuk perkara tersebut

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada
tanggal 05 Agustus 2015 Pemohon hadir di persidangan dan bersadarkan
pasal 130 HIR Majlis Hakim berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa
hukumnya, dan Pemohon menyatakan mohon wakiu untuk musyawarah
dengan pihak prinsipal ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada
tanggal 26 Agustus 2015 kuasa Pemohon hadir di persidangan dan
menyatakan mencabut perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah dinyatakan dicabut dalam
persidangan pada tanggal 26 Agusatus 2015 oleh kuasa Pemohon, oleh
karena itu perlu ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2
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undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;
Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 0038/
Pdt.P/2015/PA.Yk. dalam register perkara Pengadilan Agama
Yogyakarta;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara
yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh
satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Rabu, tanggal 26
Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal tanggal 26 Agustus 2015 M.
bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1436 H oleh kami Dra.Hj.MARIA
ULFAH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MULAWARMAN,SH, MH dan H;.
INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota
dengan didampingi oleh SUBARMAN, SH sebagai Penitera Penganti dan
Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis;
ttd

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan. No.0038/Pdt.P/2015/PA.Yk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3
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Dra. Hj. MARIA ULFAH, MH

Hakim Anggota | Hakim Anggota Il

ttd ttd

Drs. MULAWARMAN, SH, MH Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH
Panitera Pengganti
ttd

SITIHARYANTI, SH, MSI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran :Rp 30.000,-
2. BAPP :Rp 60.000,-
3. Panggilan : Rp 150.000,-
4. Redaksi :Rp 5.000,-
5. Meterai :Bp 6.000.-
Jumlah 1 Rp 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama aslinya
Oleh

Panitera

AHMADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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PENETAPAN

Nomor : 0040/Pdt.P/2015/PA.Yk

2>l ezl alll o

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara
permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat
tinggal di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, ketiga Wali Pemohon dan

memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
29 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Yogyakarta Nomor 0040/Pdt.P/2015/PA.Yk mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri:

Him. 1 dari 25 him. Penetapan No.0040/Pdt.P/2015/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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a. Ayah Pemohon
Nama : AYAH PEMOHON

b. lbu Pemohon

Nama : IBU PEMOHON
Umur : 52 tahun
Pekerjaan :-

Tempat kediaman di : Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta
yang akan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Propinsi DIY;

2. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon
tersebut sudah sedemikian dan sulit untuk dipisahkan, dan dikhawatirkan
akan melanggar ketentuan agama Islam;

3. Bahwa selama ini orangtua Pemohon/keluarga Pemohon dan orangtua/
keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan
cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut
sudah melakukan nikah siri pada tanggal 29 April 2015 di Kecamatan,
Mantrijeron, Kota Yogyakarta dengan wali bernama WALI NIKAH SIRRI;

4. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14
April 2000 di Yogyakarta, sesuai dengan akta kematian nomor - tanggal
29 April 2000 dan ketiga kakak laki-laki kandung Pemohon yang masing-

masing bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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a. KAKAK KANDUNG | PEMOHON, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun,
pekerjaan -, alamat Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;

b. KAKAK KANDUNG Il PEMOHON, umur 31 (tiga puluh satu)
tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Kecamatan Mantrijeron,
Kota Yogyakarta;

c. KAKAK KANDUNG Il PEMOHON, umur 25 (dua puluh lima)
tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Kecamatan Mantrijeron,
Kota Yogyakarta;

menolak keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon

dengan tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dengan
cara membicarakan dan membujuk ketiga kakak laki-laki kandung
Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan
Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ketiga
kakak laki-laki kandung Pemohon tetap pada pendiriannya tidak mau
menemui dan menuruti keinginan Pemohon;

6. Bahwa ketiga kakak laki-laki kandung Pemohon menolak untuk
menerima pinangan dan menikahkan Pemohon dengan calon suami
Pemohon tersebut sehinga untuk menikah Pemohon dengan calon
suami Pemohon membutuhkan wali dari ketiga kakak laki-laki kandung

Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Hlm. 3 dari 25 him. Penetapan No.0040/Pdt.P/2015/PA.Yk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3
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7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ketiga kakak laki-laki
kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak
berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai
adik. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk
melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan
alasan:

a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri
dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah
dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala
rumah tangga, dan sudah bekerja buruh harian lepas dengan
penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap
bulannya;

b. Pemohon dengan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-
syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundnag-
undangan yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon
suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan
terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
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Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Yogyakarta segera memanggil Pemohon dan ketiga kakak
laki-laki kandung Pemohon untuk diberi petuah-petuah dan segala apa yang
seyogyanya harus diberikan secara timbal balik, kemudian memeriksa dan
mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa ketiga kakak laki-laki kandung Pemohon yang
bernama:

a. KAKAK KANDUNG | PEMOHON

b. KAKAK KANDUNG Il PEMOHON

c. KAKAK KANDUNG Il PEMOHON

adalah Adhal;

3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Propinsi DIY yang berhak menikahkan
Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum
yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon dan Wali Nikah Pemohon (ketiga kakak laki-laki kandung Pemohon)
hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim menasehati agar Pemohon dan
Wali Nikahnya dapat berdamai dalam melaksanakan pernikahan Pemohon,
namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Pemohon dan Wali
Nikah Pemohon (ketiga kakak laki-laki kandung Pemohon) telah menempuh
upaya mediasi dengan dipandu oleh Roy Al Minfa, SH, MH sebagai mediator
yang ditunjuk tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan
membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Menimbang, bahwa Wali Nikah Pemohon (ketiga kakak laki-laki
kandung Pemohon) bernama KAKAK KANDUNG | PEMOHON, KAKAK
KANDUNG Il PEMOHON dan KAKAK KANDUNG Ill PEMOHON, di
persidangan dan telah memberikan keterangan yang sama yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah adik kandung mereka;

2. Bahwa ketiga kakak laki-laki kandung Pemohon mengaku belum begitu
kenal dengan CALON SUAMI PEMOHON karena baru bertemu satu kali
ketika CALON SUAMI PEMOHON dan rombongan bermaksud

meminang Pemohon;
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3. Bahwa ketiga kakak laki-laki kandung Pemohon menyatakan bersedia
menjadi wali nikah Pemohon dengan syarat pernikahan Pemohon
dilaksanakan 2 tahun lagi dengan alasan ibu mereka belum lunas
hutangnya;

4. Bahwa ketiga kakak laki-laki kandung Pemohon menyatakan tidak
bersedia menikahkan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON
beralasan calon suami Pemohon tersebut tidak mampu menjadi imam
yang baik karena tidak mengetahui hukum islam sehingga melakukan
nikah sirri dengan Pemohon sedangkan wali nikahnya bukan yang
berhak menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini
selanjutnya Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang
terkait dalam perkara ini sebagai berikut :

1. IBU PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan -,
bertempat tinggal di Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;

Di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

e Bahwa ibu Pemohon mengaku kenal dengan Pemohon
(PEMOHON) karena sebagai ibu kandungnya;
e Bahwa ibu Pemohon juga kenal dengan calon suami

Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON;
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e Bahwa benar antara Pemohon dengan CALON SUAMI
PEMOHON sudah saling mencintai dan menjalin hubungan
dekat kira-kira sejak setahun yang lalu;

e Bahwa benar CALON SUAMI PEMOHON dan keluarganya
telah datang melamar Pemohon;

e Bahwa lamaran CALON SUAMI PEMOHON tersebut telah
diterimanya dan karena ibu Pemohon dan Pemohon
berencana pernikahan akan dilaksanakan secara
sederhana di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mantrijeron maka waktu pelaksanaan pernikahannyapun
telah ditentukan bersama pada waktu lamaran;

e Bahwa lamaran tersebut sudah dilaksanakan sekitar 8
bulan yang lalu, tetapi ketiga orang kakak kandung
Pemohon tetap tidak ada yang mau menjadi Wali Nikah
Pemohon dengan tidak memberikan alasan yang jelas,
sedangkan Pemohon tidak mempunyai wali nasab yang
lain karena ayah Pemohon telah meninggal dunia;

e Bahwa ibu Pemohon menerangkan antara Pemohon
dengan CALON SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan
keluarga baik karena adanya pertalian darah maupun
karena perkawinan dan tidak ada hubungan persaudaraan

karena susuan;
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e Bahwa ibu Pemohon mengetahui CALON SUAMI
PEMOHON beragama islam, beradat istiadat baik dan
berlaku sopan serta belum pernah melakukan perbuatan
tercela;

e Bahwa CALON SUAMI PEMOHON telah bekerja di toko
bangunan dan punya penghasilan yang cukup, sedangkan
Pemohon sendiri juga sudah bekerja membuat snack;

e Bahwa setelah proses lamaran lalu Pemohon dan CALON
SUAMI PEMOHON mendaftarkan kehendak menikah di
KUA kecamatan Mantrijeron tetapi petugas KAU menolak
dengan alasan Wali Nikah Pemohon Adhal;

e Bahwa Pemohon dan CALON SUAMI PEMOHON serta
keluarga yang lain telah meminta kembali agar salah satu
dari ketiga kakak kandung Pemohon bersedia menjadi wali
nikah Pemohon tetapi semuanya tetap menolak;

e Bahwa setelah ketiga kakak laki-laki kandung Pemohon
menolak menjadi wali nikah, maka Pemohon dan CALON
SUAMI PEMOHON menikah sirri dengan wali nikah orang
lain;

e Bahwa ibu Pemohon sangat setuju Pemohon melakukan
pernikahan resmi dengan CALON SUAMI PEMOHON

secepatnya;
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e Bahwa ibu Pemohon berharap kepada Majelis Hakim untuk
memberikan penetapan agar Pemohon (PEMOHON) dapat
menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON melalui Wali
Hakim;

2. CALON SUAMI PEMOHON, umur 31 tahun, agama lIslam, -,
bertempat tinggal di Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Di
muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut :

e Bahwa CALON SUAMI PEMOHON menjalin hubungan
cinta dengan Pemohon sudah lebih dari setahun dan ingin
melanjutkan untuk berumah tangga;

e Bahwa benar CALON SUAMI PEMOHON akan menikahi
Pemohon secara bersungguh-sungguh;

e Bahwa CALON SUAMI PEMOHON telah melamar
Pemohon dan lamarannya telah di terima oleh ibu
Pemohon dan perwakilan dari keluarga Pemohon, tetapi
menemui kendala karena ketiga kakak laki-laki kandung
Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

e Bahwa CALON SUAMI PEMOHON mengaku telah
berusaha melakukan pendekatan dengan kakak-kakak

Pemohon tetapi tetap menemui jalan buntu;
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e Bahwa CALON SUAMI PEMOHON mengaku sudah
bekerja di Toko Matahari Trijaya Almonium dengan
penghasilan Rp.1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu
rupiah);

e Bahwa CALON SUAMI PEMOHON menerangkan siap
menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab
serta akan selalu sayang dengan Pemohon;

e Bahwa CALON SUAMI PEMOHON mengaku tidak ada
hubungan keluarga dengan Pemohon baik karena pertalian
darah dan perkawinan serta berstatus orang lain yang tidak
ada hubungan susuan;

e Bahwa CALON SUAMI PEMOHON dan Pemohon telah
mendaftarkan rencana pernikahannya di KUA Kecamatan
Mantrijeron, tetapi mendapat surat penolakan atas alasan
wali Adhal;

e Bahwa untuk menjaga supaya tidak terjadi pelanggaran
norma agama ia dan Pemohon telah menikah sirri sekitar 8
bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonanya, Pemohon

telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON aslinya
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, nomor - tanggal
09 Maret 2013 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON aslinya
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya
Yogyakarta, nomor - tanggal 11 Mei 1992 bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH PEMOHON
aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota
Yogyakarta, nomor - tanggal 26 April 2000 bermeterai cukup
dan cocok dengan aslinya, tanda P.3;

4. Surat penolakan pernikahan yang ditujukan kepada PEMOHON,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mantrijeron Kota Yogyakarta Nomor - tanggal 20 Maret 2015,
tanda P.4;

5. Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan
kepada PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta Nomor - tanggal 20

Maret 2015, tanda P.5;
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B. Saksi:
1. SAKSI | PEMOHON, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat
kediaman di Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
Di muka sidang saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan
keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
tetapi belum lama;

e Bahwa saksi kenal dengan CALON
SUAMI PEMOHON sudah lama karena
bertetangga dekat;

e Bahwa saksi tahu Pemohon berstatus
perawan dan tidak dipinang orang lain
selain dipinang oleh CALON SUAMI
PEMOHON, sedangkan CALON SUAMI
PEMOHON berstatus bujang;

e Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan
CALON SUAMI PEMOHON  keduanya
beragama islam;

e Bahwa benar CALON SUAMI PEMOHON
telah melamar Pemohon kebetulan saksi
yang disuruh melamarkan dan keluarga

Pemohon menerimanya;
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e Bahwa yang menemui dan menerima
lamaran tersebut adalah ibu Pemohon
didampingi Paman Pemohon dan para
tetangganya;

e Bahwa lamaran dilaksanakan sekitar 8
bulan yang lalu, waktu itu pihak Pemohon
dan pihak CALON SUAMI PEMOHON
telah bersepakat ijab qobul akan segera
dilaksanakan, tetapi belakangan saksi
baru mengetahui kalau kakak-kakak
Pemohon tidak bersedia menjadi wali
nikah;

e Bahwa saksi tahu Pemohon tidak
mempunyai wali nikah kecuali ketiga
kakak kandungya karena ayah Pemohon
telah meninggal dunia;

e Bahwa saksi tidak mengetahui disebabkan
apa ketiga kakak kandung Pemohon tidak
bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

e Bahwa saksi tahu antara Pemohon
dengan CALON SUAMI PEMOHON tidak

ada  hubungan  keluarga  maupun
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hubungan lain  yang menghalangi
perkawinan;
e Bahwa saksi tahu CALON SUAMI
PEMOHON sehari-hari berkelakuan baik
setelah bekerja membantu orang tuanya
membersihkan halaman dan kalau malam
ikut menjadi jama’ah pengajian saksi;
e Bahwa sebagai tetangga saksi tidak
pernah melihat atau mendengar CALON
SUAMI PEMOHON melakukan perbuatan
seperti  judi, mabuk, membuat onar
lingkungan dan perbuatan tercela lainnya;
e Bahwa saksi mendengar Pemohon dan
CALON SUAMI PEMOHON telah
melakukan nikah siri;
2. SAKSI Il PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam -, tempat kediaman di
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
Di muka sidang saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan
keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman kerja;
Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon sudah lama, ia bernama

CALON SUAMI PEMOHON, saksi diperkenalkan oleh Pemohon;
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e Bahwa saksi tahu Pemohon dan CALON SUAMI PEMOHON
keduanya beragama islam;

e Bahwa saksi tahu Pemohon berstatus perawan dan tidak ada
hubungan dengan pria lain kecuali dengan CALON SUAMI
PEMOHON, sedangkan CALON SUAMI PEMOHON berstatus
bujang;

e Bahwa benar CALON SUAMI PEMOHON sudah melamar Pemohon
dan lamarannya oleh keluarga Pemohon diterima bahkan hari
pernikahan sudah ditentukan, tetapi 3 orang kakak Pemohon
semuanya tidak mau menjadi wali nikah;

e Bahwa saksi tahu dilaksanakan lamaran sudah agak lama, sekitar 8
bulan yang lalu;

e Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai wali nikah lagi
karena ayahnya sudah meninggal, sedang ketiga kakak kandung
Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah sudah menolak
pernikahan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON;

e Bahwa sebagai kawan saksi mengetahui CALON SUAMI PEMOHON
sehari-hari bekerja di toko bangunan, orangnya sopan, berkelakuan
baik, saksi tidak pernah melihat atau mendengar CALON SUAMI
PEMOHON melakukan perbuatan tercela seperti judi, mabuk ataupun

membuat onar lingkungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah sirri dengan CALON
SUAMI PEMOHON sekitar 8 bulan yang lalu;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka
ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah
berupaya mendamaikan Pemohon dengan Wali Pemohon (ketiga kakak laki-laki
kandung Pemohon) di persidangan, sedangkan sesuai maksud pasal 2 ayat (2)
dan (4) PERMA Rl Nomor 1 Tahun 2008 atas dorongan Majelis Hakim
Pemohon dan Wali Pemohon tersebut telah menempuh mediasi dengan
Mediator Roy Al Minfa, SH, MH, namun upaya mediasi tersebut juga tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar
ketiga kakak laki-laki kandung Pemohon yang bernama KAKAK KANDUNG |
PEMOHON, KAKAK KANDUNG II PEMOHON dan KAKAK KANDUNG I

PEMOHON dinyatakan sebagai Wali Adhal dan sekaligus menunjuk Kepala
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta sebagai wali
hakim dalam pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama CALON
SUAMI PEMOHON ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Adhalnya wali dan menunjuk
Wali Hakim untuk pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon
tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti
Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta
dan karena Pemohon akan melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan
Mantrijeron Kota yogyakarta, maka perkara ini merupakan kewenangan
Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa dan memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dinyatakan terbukti
Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri AYAH
PEMOHON dengan IBU PEMOHON ;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan bukti P.3 dinyatakan
terbukti ayah Pemohon bernama AYAH PEMOHON telah meninggal dunia
pada tanggal 14 April 2000 di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang
sesuai dengan keterangan ibu Pemohon bernama IBU PEMOHON dan sesuai
pula dengan keterangan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI
PEMOHON serta dikuatkan dengan keterangan SAKSI | PEMOHON dan

SAKSI II PEMOHON sebagai saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim
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berkesimpulan Pemohon dan CALON SUAMI PEMOHON telah saling
mencintai dan telah merencanakan untuk menikah secara resmi bahkan calon
suami Pemohon tersebut sudah melamar Pemohon dan sudah mendaftarkan
kehendak nikah di KUA kecamatan Mantrijeron;

Menimbang, bahwa karena ayah Pemohon telah meninggal dunia
sedangkan Pemohon tidak mempunyai wali nasab yang lain kecuali ketiga
kakak laki-laki kandung Pemohon bernama KAKAK KANDUNG | PEMOHON,
KAKAK KANDUNG Il PEMOHON dan KAKAK KANDUNG 1ll PEMOHON, maka
ketiga kakak laki-laki kandung Pemohon tersebut adalah yang berhak menjadi
wali nikah Pemohon namun tidak bersedia menjadi wali nikah sehingga rencana
pernikahan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON terhalang dan ditolak
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, dengan alasan wali
Adhal, hal tersebut telah dibuktikan dengan surat bukti P.4 berupa surat
penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mantrijeron nomor -, tanggal 20 Maret 2015;

Menimbang, bahwa ketiga kakak kandung Pemohon, sebagai wali
nikah dari pernikahan Pemohon, ketiganya telah datang menghadap di
persidangan dan memberikan keterangan yang sama pada pokoknya dapat
disimpulkan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dalam pernikahannya
dengan CALON SUAMI PEMOHON dengan alasan ibu mereka belum lunas
hutangnya dan mereka berasumsi CALON SUAMI PEMOHON tidak mampu

menjadi imam yang baik karena tidak mengetahui hukum islam sehingga
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melakukan nikah sirri dengan Pemohon sedangkan wali nikahnya bukan yang
berhak menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan keterangan saksi
Pemohon bernama SAKSI | PEMOHON dan SAKSI Il PEMOHON dinyatakan
terbukti Pemohon berstatus perawan dan CALON SUAMI PEMOHON berstatus
jejaka dan diantara mereka berdua tidak terdapat hubungan mahrom serta
keduanya beragama Islam sehingga tidak terdapat larangan atau halangan
perkawinan baik menurut syari maupun menurut perUndang-undangan,
sebagaimana diatur pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI
Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan
CALON SUAMI PEMOHON (calon suami Pemohon) yang dikuatkan dengan
keterangan saksi SAKSI | PEMOHON dan SAKSI Il PEMOHON terbukti pula
calon suami Pemohon tersebut sudah bekerja dan mempunyai penghasilan
cukup sehingga dipandang mempunyai kemampuan secara finansial untuk
memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga dengan Pemohon dikemudian
hari, sehinga dengan terlaksananya pernikahan mereka berdua nanti akan
dapat menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling
mencintai dan sudah menikah sirri serta bertekad untuk segera melangsungkan
pernikahan resmi, hal tersebut nampak pada sikap Pemohon dan calon suami

Pemohon di muka persidangan, serta sudah diketahui oleh pihak keluarga
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Pemohon dan juga keluarga calon suami Pemohon, maka oleh karena itu
Majelis Hakim berpendapat bahwa terlaksananya pernikahan Pemohon dengan
calon suami Pemohon secepatnya merupakan jalan terbaik untuk mencegah
kemadhorotan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai alasan
penolakan dari ketiga kakak laki-laki kandung Pemohon (Wali Nikah Pemohon)
tersebut bersifat subyektif dan tidak berorentasi pada pada kebahagiaan dan
kesejahteraan Pemohon yang berdasarkan syari maupun perUndang-
undangan, sehingga Majelis hakim berkesimpulan bukan merupakan alasan
hukum, sehingga Wali Pemohon tersebut telah nyata-nyata menunjukkan sikap
keengganannya (Adhal), oleh karena itu ketiga kakak laki-laki kandung
Pemohon yang bernama KAKAK KANDUNG | PEMOHON, KAKAK KANDUNG
I PEMOHON dan KAKAK KANDUNG IIl PEMOHON dapat dinyatakan sebagai
wali Adhal sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan

dalil yang tersebut dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

| g o5 5> Lo o oumbial Iy oSio crou Y 1 1oxS5 T
g alind oo alll agis 1,65 les 65 0 | 55 Lo

psle Bwg
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Artinya: “Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki maupun perempuan)
diantara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-
hamba sahayamu laki-laki dan perempuan, jika mereka itu miskin
Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia Nya dan allah itu
maha luas karunia Nya, lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut
telah nyata-nyata Adhalnya Wali Pemohon (ketiga kakak laki-laki kandung
Pemohon bernama KAKAK KANDUNG | PEMOHON, KAKAK KANDUNG Il
PEMOHON dan KAKAK KANDUNG 1ll PEMOHON adalah wali adhal);

Menimbang, bahwa maka untuk pelaksanaan pernikahan dan
pencatatan pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Calon Suami Pemohon
(CALON SUAMI PEMOHON ), tersebut beralih dan menjadi tanggung jawab
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, Kota yogyakarta sebagai
Pemerintah dalam hal ini selaku wali hakim dan Pegawai Pencatat Nikah oleh
karena itu Majelis Hakim perlu memberikan penetapan tentang hal tersebut
(wali adhal) sebagaimana diatur dalam pasal 2 (dua) Peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987, serta sejalan dengan pendapat Ahli
Hukum Islam dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhair hal 128 yang selanjutnya

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan ketiga wali nikah Pemohon bernama KAKAK
KANDUNG | PEMOHON, KAKAK KANDUNG Il PEMOHON dan
KAKAK KANDUNG Il PEMOHON adalah wali Adhal;

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mantrijeron, kota Yogyakarta untuk menikahkan Pemohon
(PEMOHON) dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI
PEMOHON dengan wali hakim;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya
perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.476.000,- (empat

ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
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Demikianlah  ditetapkan dalam Musyawarah  Majelis  Hakim
Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015
Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami H;.
Juharni, SH, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. HM. Kahfi, SH, MH serta Dra.
Hj. Farchanah Mugoddas, M.Hum masing-masing sebagai hakim Anggota,
penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota
tersebut, dibantu Mokhamdan, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Pemohon;

Ketua Majelis;

ttd
Hj. Juharni, SH, MH
Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. H.M. Kahfi, SH, MH Dra. Hj. Farchanah Mugoddas, M.Hum
Panitera Pengganti
ttd
Mokhamdan, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran :Rp 30.000,-
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2. BAPP :Rp 60.000,-
3. Panggilan : Rp 375.000,-
4. Redaksi :Rp 5.000,-
5. Meterai :Rp 6.000.-
Jumlah :Rp 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama aslinya
Oleh

Panitera

AHMADI, SH
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PENETAPAN

Nomor : 0076/Pdt.P/2015/PA.Yk

ezl poz I alll o,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan
atas perkara permohonan Wali adlal yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, gama lIslam, pekerjaan -, pendidikan -,
bertempat kediaman di Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti

dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 15 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0076/Pdt.P/2015/PA.Yk tanggal 21
Desember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri:
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a. Ayah Pemohon

Nama : AYAH KANDUNG PEMOHON
Umur : 75 tahun,

Agama : Islam

Pekerjaan Do

Tempat kediaman di : Kec Kotagede, KotaYogyakarta .

b. Ibu Pemohon

Nama : IBU KANDUNG PEMOHON
Umur : 80 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan D -

Tempat kediaman di: Kec Kotagede, Kota Yogyakarta;
2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak

melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : CALON SUAMI PEMOHON
Umur : 70 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan ;-

Tempat kediaman : Kecamatan, Serengan, Kota Surakarta.
yang akan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kotagede,Kota Yogyakarta;
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3. Bahwa sehubungan ayah Pemohon sudah meninggal dunia maka

yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Kakak kandung

Pemohon:
Nama : KAKAK KANDUNG PEMOHON
Umur : 52 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan -

Tempat kediaman : Kec. Pleret, Kab. Bantul.

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon
tersebut sudah demikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, dan
khawatir terjadi sesuatu yang melanggar Hukum Agama.

5. Bahwa selama ini kakak Pemohon/anak-anak Pemohon dan
keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui
hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami
Pemohon tersebut, ,namun kakak Pemohon dan anak Pemohon
tetap menolak dengan alasan Pemohon diminta untuk mengurus
anak dan cucu.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan
membujuk kakak Pemohon agar menerima pinangan dan
selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon
tersebut, akan tetapi kakak Pemohon dan anak-anak Pemohon

mengatakan jika Pemohon masih akan meneruskan hubungannya
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dengan calon suami Pemohon ,maka kakak Pemohon dan anak-
anak Pemohon tidak akan mengurusi Pemohon.

7. Bahwa kakak Pemohon dan anak-anak Pemohon tidak
menghendaki hubungan antara Pemohon dan calon suami
Pemohon ,sehingga untuk menikah,Pemohon dengan calon suami
Pemohon membutuhkan wali hakim untuk menikahkan Pemohon
dengan calon suami Pemohon.

8. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan kakak dan anak-
anak Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak
berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon ,oleh
karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan
pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:

1. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri
dan ibu rumah tangga, bagitu pula calon suami Pemohon telah
dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala
rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai buruh harian lepas
dengan penghasilan Rp.1.000.000,-( satu juta rupiah) setiap
bulannya.

2. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat
dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku;
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3. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon
suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan
terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
8 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memanggil Pemohon dan
kakak Pemohon untuk diberi petuah-petuah dan segala apa yang
seyogyanya harus diberikan secara timbal balik, kemudian memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:
PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa kakak Pemohon /Wali Nikah Pemohon
bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON adalah adhol.

3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kotagede yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami
Pemohon sebagai wali hakim;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan
hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR
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Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil -
adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan .
Menimbang bahwa, oleh majelis Hakim menasehati Pemohon
agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka
pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan didepan sidang
Pemohon memberi keterangan sebagai berikut:
e Bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suami
Pemohon karena sudah disetujui oleh anak-anak calon suami
Pemohon.
e Bahwa setiap bulan calon suami Pemohon dikirim uang oleh
anaknya .
e Bahwa calon suami Pemohon sudah memberi uang untuk ijab
sejumlah Rp.1.600.000,-( satu juta enam ratus ribu rupiah).
e Bahwa jika calon suami Pemohon sudah tidak mampu,
Pemohon akan memasrahkan kepada anak-anaknya.
Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon

suami Pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang
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pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon
tersebut dan calon suami Pemohon memberi keterangan sebagaiberikut:

e Bahwa calon suami Pemohon dan Pemohon akan menikah
karena saling mencintai.

e Bahwa calon suami Pemohon bekerja buruh harian lepas
dengan penghasilan setiap hari Rp.40.000,-(empat puluh ribu
rupiah).

e Bahwa calon suami Pemohon tidak mempunyai rumah dan
calon suami Pemohon bertempattinggal di rumah kost.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya

tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya
dikeluarkan oleh Kepala Badan/Dinas Kependudukan, KB dan
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor : - tanggal 25 Agustus
yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

b. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON
(Pemohon) aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta nomor - tanggal 16 Juni
2011 yang bermaterai cukup dan dinazzegel,setelah dicocokkan

dengan aslinya ternyata sesuai,lalu diberi tanda P.2;
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c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Kotagede ,Kota Yogyakarta Nomor : - tanggal tanggal
22 Oktober 1987 yang bermeterai cukup dan dinazzegel, lalu diberi
tanda P.3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-

saksi sebagai berikut:

1. SAKSI | PEMOHON , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan -,
bertempat tinggal di Kecamatan Kotagede,Yogyakarta. Dihadapan
persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah
sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 10 tahun yang lalu
dan saksi sebagai Ketua RW di kampung Bumen.

e Bahwa ketika saksi kenal dengan Pemohon,keadaan Pemohon
sudah sendiri ( janda ).

e Bahwa saksi tahu Pemohon adalah janda mati sampai
sekarang belum menikah lagi.

e Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon datang ke Pengadilan
Agama karena Pemohon akan menikah lagi namun anak
kandung Pemohon dan walinya menolak apabila Pemohon
menikah dengan Suparto.

¢ Bahwa keadaan Pemohon di masyarakat prilakunya baik.
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Bahwa sebelum saksi ke Pengadilan Agama,saksi bertemu

dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan

mengatakan kepada saksi sudah ikhlas Pemohon menikah
asal bahagia.

e Bahwa menurut saksi keluarga Pemohon tidak setuju ,karena
usia calon suami Pemohon sudah lanjut usia dan tidak
mempunyai tempattinggal yang tetap.

e Bahwa menurut saksi calon suami Pemohon masih bertempat
tinggal di Solo.

e Bahwa menurut saksi Pemohon tidak ada tekanan dari
masyarakat agar segera menikah dengan calon suaminya.

e Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon berpikir kembali
untuk menikah dengan calon suaminya.

2. SAKSI 1l PEMOHON,umur 40 tahun,Agama Islam,-,tempat
kediaman di Bumen Rt 26,Rw 06,Kelurahan Purbayan,Kecamatan
Kotagede, Yogyakarta. Dihadapan persidangan saksi tersebut
memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya
sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama kebetulan

saksi menjadi Ketua Rt di kampung Bumen.

e Bahwa Pemohon adalah seorang janda mati
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e Bahwa selama ini Pemohon tinggal di rumahnya bersama
anak-anaknya dan adik Pemohon.

e Bahwa hubungan Pemohon dengan keluarga baik-baik saja.

e Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Pemohon datang ke
Pengadilan Agama.

e Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi karena
ada laporan.

e Bahwa sebelum saksi pergi ke Pengadilan Agama ,saksi
pernah berbincang-bincang dengan dengan keluarga Pemohon
tetapi bukan masalah pernikahan Pemohon.

e Bahwa saksi belum kenal dengan calon suami Pemohon.

3. SAKSI 1l PEMOHON,umur 37 tahun,agama Islam,pekerjaan
- ,tempat kediaman di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, di
atas sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami
Pemohon, karena saksi adalah anak nomor 1(satu) dari 3 (tiga)
bersaudara tetapi yang satu meninggal dunia.

e Bahwa saksi sudah berkeluarga dan mempunyai anak 1 (satu).

e Bahwa suami saksi bekerja sebagai cleaning servis dengan

gaji Rp.1,200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.
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e Bahwa anak calon suami Pemohon yang nomor 2 (dua) atau
adik saksi bertempattinggal di Jakarta dan bekerja sebagai
sopir.

e Bahwa pekerjaan calon suami Pemohon adalah buruh
bangunan.

e Bahwa calon suami Pemohon tidak  mempunyai
rumah,sekarang bertempattinggal di kost-kostan.

e Bahwa saksi dengan adik saksi sudah menyetujui ayah saksi
(calon suami Pemohon) akan menikah lagi.

e Bahwa saksi telah menasehati ayah saksitetapi ayah saksi
(calon suami Pemohon) tetap ingin menikah lagi.

e Bahwa saksi akan siap menerima kembali calon suami
Pemohon dikembalikan oleh Pemohon .

e Bahwa adik saksi mengirim uang per bulan sejumlah
Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk ayah saksi( calon
suami Pemohon).

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi-saksi

tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjuthya Pemohon menyatakan tidak lagi

mengajukan tanggapan lagi dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan

penetapan.
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Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini
maka ditunjuk segala ha ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita

acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa kakak Pemohon sebagai wali Pemohon telah
dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan
Agama Yogyakarta untuk dimintai keterangan di depan sidang namun
tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Pemohon untuk menunda perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah
memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya dan telah
pula dibenarkan oleh calon suami Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhol
dengan alasan Pemohon sudah mempunyai keinginan menikah dengan
calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON dan
Pemohon merasa keinginan tersebut tidak dipaksa oleh siapapun,karena

Pemohon sangat mencintai calon suami Pemohon dan Pemohon
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menerima kondisi suami Pemohon apa adanya,namun kakak Pemohon
menyatakan tidak setuju dan tidak menerima keinginan Pemohon tersebut
tanpa alasan yang jelas.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa
fotocopi Kartu Tanda Penduduk Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas
nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan/Dinas
Kependudukan, KB dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor :-
tanggal 25 Agustus yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,maka terbukti Pemohon
terdaftar sebagai penduduk Bumen,Kecamatan Kotagede,Yogyakarta
maka Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang memeriksa dan
mengadili perkara Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon menajukan bukti P.2 Fotocopi
Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON (Pemohon) aslinya
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Yogyakarta nomor - tanggal 16 Juni 2011 yang bermaterai cukup dan
dinazzegel maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan karena
bukti tersebut hanya menunjukkan usia/tanggal kelahiran Pemohon tidak
menyangkut substansi secara langsung

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.3 berupa
Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA

Kecamatan Kotagede ,Kota Yogyakarta Nomor: - tanggal tanggal 22
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Oktober 1987 yang bermeterai cukup dan dinazzegel ,seharusnya bukan
Fotocopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon tetapi fotocopi
surat kematian suami Pemohon karena Pemohon berstatus janda
mati,oleh karena itu bukti P.3 tersebut Majelis Hakim patut untuk
dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan
diatas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

e Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah dengan
calon suami Pemohon sudah dipikir matang-matang
dan Pemohon tidak dalam keadaan terpaksa.

e Bahwa calon suami Pemohon siap bertanggungjawab
terhadap Pemohon dan calon suami Pemohon telah
mempunyai penghasilan setiap hari Rp.40.000,-
(empat puluh ribu rupiah) .

e Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekat
bulat dan Dbersepakat untuk melangsungkan
pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai,
sudah sama-sama berpikir matang, tak ada
halangan/larangan untuk menikah, baik menurut

syara' (agama) maupun peraturan perundang-
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undangan dan berani bertanggungjawab untuk
melaksanakan kewajiban berumah tangga;

e Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi
Pemohon diatas sumpah yang saling berkaitan dan saling
berhubungan maka telah terbukti Pemohon dan calon suami
Pemohon sudah tidak dapat dipisahkan lagi bahkan anak
calon suami Pemohon telah menasehati calon suami
Pemohon juga tidak berhasil.

e Menimbang bahwa ternyata kakak Pemohon telah
dipanggil secara patut dan resmi oleh Juru Sita
Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta namun
tidak hadir dan tidak memberi alasan tentang tidak
menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami
Pemohon , oleh karena itu kakak Pemohon tersebut
menunjukkan sebagai wali nikah enggan (adhal)
menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan
calon suami Pemohon.;
Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan
(adhal) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon
suami Pemohon sedangkan antara Pemohon dengan calon suami

Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut
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Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak
ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon
tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan
oleh kakak Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah di dukung bukti/
saksi-saksi yang kuat dan saling melengkapi, oleh karena itu permohonan
Pemohon telah terbukti serta beralasan sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), maka
sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2
ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun
1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim dan
Majelis Hakim menunjuk Kepala Urusan Agama/Petugas PencatatNikah
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede sebagai wali hakim
untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon
(CALON SUAMI PEMOHON).

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal 128 yang

berbunyi:
axbaolls bgia ac Il e plodl b s

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam
bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 jo. pasal 2 ayat (1), pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan wali nikah/kakak Pemohon bernama KAKAK
PEMOHON adalah adhol;

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Petugas Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede
Kota Yogyakarta sebagai Wali Hakim bagi Pemohon,untuk
menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami
Pemohon (CALON SUAMI PEMOHON

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh
biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,-( dua ratus tujuh

puluh enam ribu rupiah).
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Demikianlah ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016
M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1437 H., oleh kami Hj SRl
MURTINAH, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. SULTONI, MH. serta
Dra. Hj. FARCHANAH MUQODDAS, M.Hum masing-masing sebagai
hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan
didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj.TATI

KUSMIATI,SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis;
ttd
Hj.Sri Murtinah,SH.MH
Hakim Anggota | Hakim Anggota Il
ttd ttd
Drs.Sultoni,MH Dra.Hj.Farchanah Mugoddas,M.Hum
Panitera Pengganti
ttd
Hj.Tati Kusmiati,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :Rp 30.000,-
2. ATK Perkara :Rp 60.000,-
3. Panggilan P :Rp 75.000,-
4. Panggilan Wali P : Rp 100.000,-
5. Redaksi :Rp 5.000,-
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6. Meterai  :Rp 6.000.-
Jumlah :Rp 276.000,-

Salinan yang sama aslinya
Oleh

Panitera

AHMADI, SH.

Hlm. 19 dari 19 Penetapan No. 0076/Pdt.P/2015/PAYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19



CURRICULUM VITAE

Nama : Muhamad Najib

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 17 Maret 1996

Nama Ayah : Syukria (Alm)

Nama Ibu : Zahro

Alamat Asal : Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten

Cirebon Jawa Barat

Alamat Sekarang : Krapyak Kulon, Panggungharjo Sewon Bantul
Yogyakarta
Email : najibsyukrie@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan:

SDN Il Pamijahan, Cirebon. (2007)
SMP Tahfidz Al-Amien, Sumenep. (2010)
MA Tahfidz Al-Amien,Sumenep. (2013)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2018)

Demikian Curiculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muhamad Najib



	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	HALAMAN PENGESAHAN
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka teoritik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	Untitled



